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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah SWT bagi kepentingan hidup

manusia, agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 22 yang berbunyi :

                          
              

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit
sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia
menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki
untukmu”. (Al-Baqarah (2) : 22)1

Fasilitas yang ada di atas bumi dengan segala isinya masih berupa potensi,

masih berupa kemungkinan yang sama sekali belum dapat dimanfaatkan secara

langsung. Oleh karena itu potensi yang ada masih butuh diolah dan diproses agar

dapat digunakan oleh manusia.

Selain itu, potensi yang ada di muka bumi antara satu daerah dengan daerah

yang lainnya berbeda. Ada satu daerah yang bagus untuk pertanian, yang lainnya

tidak. Ada satu daerah yang kaya minyak, yang lainnya tidak dan lain sebagainya.

1 Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h.5
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2

Dengan kenyataan yang seperti ini, maka apa yang dihasilkan oleh daerah tertentu

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. “Kondisi seperti ini

mengakibatkan adanya saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah

yang lainnya sehingga timbullah aktivitas perniagaan atau jual beli”.2

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan

dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”.3

Dari perumusan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  dalam jual

beli terdapat dua pihak yaitu penjual dan pembeli, dan di antara keduanya terdapat

hak dan kewajiban masing-masing. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan

barang yang telah dijualnya, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk

membayar harga barang yang telah dibeli kepada penjual.

Jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata hanya bersifat Obligator,

yaitu: “perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara

kedua belah pihak (penjual dan pembeli)”,4 yaitu meletakkan kepada penjual.

Kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang telah dijualnya,

sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang

telah disetujui, dan di sebelah lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk

membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak

milik atas barang yang telah dibelinya. Atau dengan perkataan lain, bahwa jual

2 Mustofa Kamal, Fikih Islam, h.354
3 . . . . . . . . , Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h.376
4 Sudaryo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, h. 95
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3

beli yang dianut di dalam Hukum Perdata, jual beli belum bisa memindahkan hak

milik.

Adapun unsur-unsur perjanjian jual beli adalah harus adanya barang dan

harga serta kesepakatan, karena jika dalam proses jual beli salah satu unsurnya

tidak terpenuhi, maka jual beli tidak akan terlaksana. Sebagaimana ditegaskan

dalam KUHPerdata Pasal 1458 yang berbunyi : “jual beli itu dianggap telah

terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai

sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum

diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.5

Sedangkan ditinjau dari ajaran Islam, perniagaan atau perdagangan

dibedakan menjadi dua macam antara lain:

1. Bentuk-bentuk perdagangan yang halal, yang dalam bahasa Arab disebut bay’

(jual beli),

2. Bentuk perdagangan yang haram, yang disebut riba.

“Perdagangan yang berbentuk jual beli hukumnya mubah, sedangkan

perdagangan yang berbentuk riba hukumnya haram.”6

Yang dimaksud dengan jual beli yang hukumnya mubah adalah “jual beli

yang diperbolehkan, yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.”7 Sedang

5 . . . . . . . . , Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h.376
6 Mustofa Kamal, Fiqih Islam, h.354
7 Sudarsono,. Pokok-pokok Hukum Islam, h. 393
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4

 yang dimaksud dengan jual beli yang hukumnya haram adalah “jual beli yang

dilarang”.8 Seperti menjual barang najis atau barang yang tidak tampak tanpa

adanya penjelasan tentang isi barang tersebut.

Adapun yang dimaksud jual beli menurut istilah Islam adalah : “pertukaran

harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang

dapat dibenarkan”9

Dari beberapa pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti jual

beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta yang mempunyai nilai atas dasar

kerelaan dan barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Yang

dimaksud dengan harta dalam jual beli adalah “semua yang dimiliki dan dapat

dimanfaatkan”.10

Adapun benda yang diperjualbelikan dalam Islam haruslah memenuhi

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan antara lain: "(1) suci (2) bermanfaat (3)

milik penjual (dikuasainya) (4) dapat diserahkan (5) dapat diketahui

keadaannya”.11 Maksud adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas agar tidak ada

tipu daya dalam jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan

tetapi saling menguntungkan. Sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi :

اَييذِاالَّهياَنمنالاَولُكُءْاتاَومكُالَومبيكُنالْبِمنْاَلاَّاَلِا طِبكُتتِنَوجةًارعنتى مِضِاركُنم
)29: النساء (

8 Ibid h.393
9 Mustafa Kamal, Fikih Islam, h. 355
10 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h.34
11 Abdul Fatah Idrus dan Abu Ahmadi, Fiqh Islam Lengkap, h.1 33
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta yang
ada di antara kamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”(An Nisa’ :29)12

Dalam jual beli barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaan dan

sifatnya. Barang tidak tampak dan tidak diketahui keadaannya, tidak boleh

diperjualbelikan. Tetapi jika diterangkan sifat-sifat atau ciri-cirinya dan sesuai

dengan keterangan penjual, maka jual beli diperbolehkan tetapi jika tidak sesuai

dengan keterangan penjual, maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh

meneruskan atau membatalkan jual belinya, selama keduanya sudah berpisah atau

belum. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

)مسلمرواه(بِاْلخِياِرمالَم  يتفَر قَاعلَيهِ وسلَم اَلْبيعانقَالَ رسولُ االلهُ صلَى االلهُ

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang jual beli dengan khiyar
selama keduanya belum berpisah”. ( HR. Muslim)13

Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia.

Tidak boleh berjual beli barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat, seperti :

arak, babi, bangkai dan anjing. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim yang berbunyi :

)مسلمه ارو(امِنصلاَاْورِيزِنخِالْوةِتيلمَاْورِملخَاْعيبمرحهولَسورالىَعتاللهَنَّاِ

Artinya : “Allah melarang jual beli arak, bangkai, babi, anjing dan berhala”
.(HR. Muslim)14

12 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, h. 65
13 Imam Abi Husayn Muslim Ibnu Hajjaj, Jami’ Sahi juz v,  h. 254
14 Ibid, h. 41
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Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, “barang yang diperjualbelikan

harus bisa diserahkan baik secara nyata maupun simbolis, sehingga barang yang

tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjualbelikan. Karena ditakutkan ada

unsur penipuan”.15 Misalnya jual beli ikan di air. Sebagaimana hadits Nabi yang

berbunyi :

)رواه احمد (ررغَهناِفَءِلماَي اْفِكمو االسرتشتلاَ
Artinya : “janganlah kamu membeli ikan di air, karena sesungguhnya jual beli

yang demikian itu mengandung unsur penipuan”. (HR. Ahmad)16

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, dalam KUH Perdata jual beli

hanya bersifat obligator, artinya transaksi atau perjanjian dalam jual beli belum

bisa memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah ketika sudah dilakukan

levering (penyerahan). Berarti Levering (penyerahan) adalah perbuatan yang

menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang

diperjualbelikan dari si penjual ke pembeli.

Begitu juga menurut Islam tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak

dapat diserahkan, baik barang itu tidak ada atau pun ada tetapi tidak mungkin

untuk diserahkan, takutnya ada unsur penipuan atau gharar.

Melihat uraian-uraian di atas masih ada ketidakjelasan dalam masalah jual

beli tentang hak milik. Apakah pembeli sudah memperoleh hak milik atas barang

yang telah dibelinya sebelum adanya penyerahan (levering). Jika ya, barang yang

15 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap, h.134
16 Imam Ahmad, Musnad Ahmad bin Hambal juz I, h. 388
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bagaimanakah itu. Ataukah si pembeli baru memperoleh hak milik atas barang

yang telah dibelinya ketika sudah ada penyerahan (levering). Berdasar dari

pertanyaan-pertanyaan di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang

penyerahan (levering) sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam jual beli,

baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam dalam judul skripsi “Studi

Komparasi Tentang Levering Sebagai Cara Untuk Memperoleh Hak Milik

menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih praktis dan jelas, maka perlu dirumuskan

permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam

jual beli menurut hukum perdata?

2. Bagaimana konsep levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam

jual beli menurut hukum Islam?

3. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam

tentang levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam jual-beli?

C. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang

mengkaji tentang levering belum pernah ada. Namun demikian terdapat beberapa

buku yang membahas tentang levering meski tidak menjadi pokok pembahasan

namun hanya terdapat pada sub-sub bab saja. Salah satunya adalah Kitab Undang-
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undang Hukum Perdata. Dalam buku tersebut, menekankan pembahasan tentang

levering menurut KUHPerdata pada buku ketiga bagian kedua yang membahas

tentang kewajiban-kewajiban penjual.

Sama halnya dengan hukum Perdata, pembahasan tentang levering menurut

hukum Islam juga tidak terdapat karya ilmiah yang membahasnya secara rinci,

namun terdapat beberapa buku yang membahasnya, meski terdapat pada sub-sub

bab pembahasan. Misalnya buku Fiqih Mu'amalah karangan Rahmat Syafe’i.

Dalam buku tersebut, pembahasan tentang levering dimasukkan dalam bab jual

beli yang di dalamnya termasuk sub-sub bab hukum (ketetapan) ba’i beserta

pembahasan tentang barang dan harga.

Berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka penelitian ini sengaja

penulis sajikan dalam pokok pembahasan mengenai levering sebagai cara untuk

memperoleh hak milik dalam jual beli menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik

dalam jual beli menurut hukum perdata.

2. Untuk mengetahui konsep levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik

dalam jual beli menurut hukum Islam.
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3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum perdata dan

hukum Islam tentang levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik

dalam jual beli.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap kegiatan pasti mempunyai manfaat dan kegunaan, baik berguna bagi

diri sendiri maupun bagi orang lain. begitu pula dengan penelitian ini, penulis

harapkan berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Segi teoretis

a. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengetahuan dan

memperluas wawasan tentang levering sebagai cara untuk memperoleh

hak milik dalam jual beli.

b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti

membangun, memperluas dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Segi praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya bagi para

penjual atau pedagang dan pembeli mengenai levering sebagai cara untuk

memperoleh hak milik dalam jual beli.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan, pemahaman

studi hukum Islam mahasiswa syari'ah pada umumnya tentang levering

sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam jual beli.
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F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Studi Komparasi terhadap Levering sebagai Cara

untuk Memperoleh Hak Milik dalam Jual Beli menurut Hukum Perdata dan

Hukum Islam”. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap maksud dari judul

skripsi ini, maka diperlukan pemahaman atas masing-masing variabel di atas.

adapun makna dari masing-masing variabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Studi komparasi : studi (penelitian ilmiah)17 komparasi

(perbandingan)18 ; penelitian ilmiah yang

membandingkan antara hukum perdata dan

hukum Islam tentang levering sebagai  cara

untuk memperoleh hak milik

2. Levering : suatu pemindahan barang yang telah dijual ke

dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.19

3. Hak milik : hak untuk menikmati kegunaan suatu

kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat

bebas terhadap kebendaan itu, dengan

kedaulatan sepenuhnya, asal tidak

bertentangan dengan Undang-undang atau

peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu

kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan

17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 193
18 Ibid, h. 589
19 . . . . . . . . , Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 379
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tidak mengganggu hak-hak orang lain,

kesemuanya itu dengan tidak mengurangi

kemungkinan akan pencabutan hak demi

kepentingan umum berdasarkan atas

ketentuan Undang-undang dan pembayaran

ganti rugi.20

4. Jual beli : pertukaran harta atas dasar saling rela atau

memindahkan hak milik dengan ganti yang

dapat dibenarkan.21

5. Hukum perdata : peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan

hukum yang mengatur tingkah laku setiap

orang (subyek hukum) terhadap orang lainnya

dalam hidup baik di keluarga maupun

masyarakat.22

6. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan atau syari'at Allah SWT

yang berkaitan dengan masalah ibadah dan

mu'amalah yang disebut juga fiqih Islam yaitu

daya upaya para fuqaha dalam menerapkan

20 . . . . . . . . , Kitab Undang-undang  Hukum Perdata, h. 181
21 Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 33
22 Hasanuddin, Pengantar Ilmu Hukum, h. 223
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syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.23

Sehingga yang dimaksud dengan judul levering sebagai cara untuk

memperoleh hak milik dalam jual beli adalah cara penyerahan barang dari

seorang pembeli ke penjual untuk mendapatkan hak milik barang yang telah

dibelinya dalam proses jual beli menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentunya harus menggunakan metode-metode

penelitian dalam mengumpulkan data. Yang dimaksud metode penelitian adalah

"strategi umum yang dipakai dalam pengumpulan data yang digunakan untuk

menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicari pemecahannya."24

1. Data yang dikumpulkan

a. Konsep levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam jual beli

menurut hukum perdata. Misalnya terdapat pada pasal 1475 KUH Perdata.

b. Konsep levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam jual beli

menurut hukum Islam. Misalnya terdapat pada buku Fiqih Mu'amalah.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data

primer dan sumber data sekunder.

23 Hasybi Ash Shidieqy, Filsafat Hukum Islam, h. 44
24 Nasir PH. DF., Metode Penelitian, h. 211
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a. Sumber data primer adalah “data yang langsung berkaitan dengan obyek

penelitian”25. Adapun sumber data primer untuk hukum perdata dalam

penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum. Sedangkan data

primer untuk hukum Islam adalah Fiqih Mualah karangan Rahmat Syafe’i.

b. Sumber data sekunder adalah “sumber data yang dapat dari tangan

kedua”26. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini untuk hukum

Islam adalah Kapita Selekta Hukum Islam karangan Masyfuk Zuhdi dan

buku-buku lain yang berkaitan dengan levering. Sedangkan sumber data

sekunder untuk hukum Perdata adalah Hukum Perdata I karangan A.

Vollmar dan buku-buku lain yang membahas tentang levering.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam metode penelitian cara memperoleh data disebut metode

pengumpulan data, yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah

“prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang

diperlukan”27.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Maka metode yang

digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode teks

reading “membaca literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan

25 Talizidhuhu Ndraha, Research; Teori metodologi Administrasi, h. 60
26 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, h.5
27 Nasir, Metode Penelitian Kepustakaan, h. 5
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dengan obyek penelitian”28 dan bibliografi riset “catatan mengenai bahan

sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian”.29

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah :

Metode deskriptif komparatif. Adapun yang dimaksud dengan metode

deskriptif komparatif adalah memberikan gambaran atau penjelasan tentang

levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik menurut KUHPerdata dan

hukum Islam serta membandingkan di antara keduanya, dengan menggunakan

metode deduktif. Yang dimaksud dengan metode deduktif adalah suatu analisa

dengan mengemukakan dalil dan teori yang bersifat umum yang bisa

dijadikan acuan untuk menyimpulkan permasalahan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika

pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, didalamnya berisi beberapa pokok pikiran yang

melatarbelakangi timbulnya permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

28 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, h. 19
29 Ibid, h.19
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Bab II Landasan Teori, berisi levering menurut hukum perdata di dalamnya

terdapat subbab antara lain: pengertian levering menurut Hukum Perdata, macan-

macam levering, pengertian jual beli, macam-macam jual beli, barang yang

diperjualbelikan dan levering sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam

jual beli menurut hukum perdata.

Bab III Tinjauan Landasan Teori tentang Levering menurut Hukum Islam.

dalam bab ini terdapat sub-subbab antara lain pengertian levering menurut hukum

Islam, bentuk-bentuk levering menurut hukum Islam, pengertian jual beli menurut

hukum Islam, macam-macam jual beli menurut hukum Islam dan levering sebagai

cara untuk memperoleh hak milik dalam jual beli menurut hukum Islam.

Bab IV Analisa Data, bab ini menganalisa dan komparasi antara levering

sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam jual beli menurut hukum perdata

dan hukum Islam.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.


